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Sesuai dengan Pasal & huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang Tindsk Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melalsanakan pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesusi
dengan Pasal & huruf b dan e Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 KPK menetapkzn sistem pelaporan dalam kegiztan Pemberantasan Tindak Pidzna Korupsi dan meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Karupsi. Untuk memfasilitasi
laporan terhadap upaya korupsi daerah, KPK itoring Center for Prevention (MCF).

Substansi pelaperan upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah melalui MCP disusun dengan Korupsi daerah perkarz korupsi yang terjadi baik yang ditangani KPK maupun Aparat Penegak Hukum lain. Selain itu. upaya pencegzhan korupsi pemerintzh
daerah juga ditujuken agar pada integritas dzerh yang ditunjukkan melalui skor Indeks Penilzian Integritas dan Indeks Perilaku Anti Korupsi.
Upays pencegahan korupsi pemerintah daerah dilakukan dengan tata istem dan nilsi-nilai i. Dalam i i intah daersh menyusun rencana aksi pencegshan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerh sebagai pimpinan tertinggi instansi. Rencana

Aksi tersebit sekurzng-kurangnyz mencakup fokus area MCP yang didukung dengan indikator dan subindikator sebagai sistem pencegahan korupsi pemerintah daerah.

Dalam rangka sistem korupsi intah, KPK bersinergi utamanya dengan izn Dalam Negeri i) dan Badan Keuangan dan Pembangunan (BPKF). Sinergi tersebut dilakukan dalam hal penyusunan fokus area termasuk indikator dan subindikator,
penilaian dan quality assurance capaian upaya pencegahan korupsi, termasuk pemantauan lapangen terhadap upaya pencegahan korupsi pemerintah daerzh,

Sebagai bentuk respon terhadap upaya korupsi intah daerah, KPK peran serta untuk menyampaikan feedback yang dapat disampaikan melalui kolom diskusi.




